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ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini berjudul "Studi Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama 
Kelas IA Palembang~'- Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pibak 
roemiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 
Dalam penulisan skripsi ini alcan roembahas mengenai dasar hukum pertimbangan 
hakim dalam menjatubkao putusan di Peogadilan Agama Kelas IA Palembang dan 
akibat hukum terbadap poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan. Metode 
yang diguoakao dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang 
didukung dengan data empiris, dengan mengkaji aturao hukum yang berlaku, asas 
atau teori yang digimakan serta penerapan aturan hukum. tersebut. Hasil dari 
penelitian ini adalah dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkao putusan 
di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sesuai dengan yang tercaotum di Pasal 4 
Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat(l) Undang¥undang No. l Tabun 1974 tentang Perlcawinan 
serta Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum 
terhadap poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan adalah tidak sah karena tidak 
sesuai dengao ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahuo 1974 tentang 
Perkawinan, maka tidak: menimbullcan adanya hak dan kewajiban baik bagi s~ 
istri, anak-anak dan barta bersama 
Kata kunci: Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama Palembang 

Palembang, Juni 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Allah menciptakan segala makhluk di alam semesta ini secara berpasang-

pasangan, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Allah tidak hanya 

menciptakan makhluk hidup secara berpasangan, tetapi juga benda mati sekalipun 

diciptakan berpasang. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan yang berasal dari inggris, 

Paul Dirac, menemukan dalam penelitiannya bahwa seluruh benda yang ada di alam 

semesta sampai partikel terkecil yang tak terlihat oleh kasat mata, ternyata 

mempunyai pasangannya. Dalam Al-Qur’an ada banyak ayat yang menerangkan 

suatu objek maupun makhluk ciptaan Allah secara berpasangan, terutama manusia. 

Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyatayat 

49 yang berbunyi:  

 

Terjemahannya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)”.1 

 Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah menciptakan tidak hanya manusia 

saja yang berpasangan, tetapi juga seluruh jenis makhluk.Manusia diciptakan Allah 

secara berpasangan, dan kemudian pasangan ini dipertemukan oleh Allah dalam 

                                                           
 1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012, hlm. 522  



 
  
 
 

 

sebuah ikatan perkawinan. Melalui sebuah perkawinan, seorang laki-laki dan seorang 

perempuan melakukan akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu.  

 Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, disebutkan 

bahwa:“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat Asas perkawinan 

kekal. Setiap perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Hal ini berarti sebuah 

perkawinan hendaklah dilakukan seumur hidup. Hanya dengan perkawinan yang 

kekal yang dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi perkawinan 

juga mempunyai unsur batin atau rohani. Unsur batin atau rohani ini mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami istri haruslah saling membantu dan 

saling melengkapi agar masing-masing pasangan dapat menjadi lebih baik untuk 

mencapai kesejahteraan, baik secara spiritual maupun material. 

 Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab II Pasal 2, 

menyebutkan bahwa:“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,yaitu 

                                                           
 2Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan” dalam Undang-Undang Perkawinan (Edisi Lengkap), Bandung: Fokusmedia, 2016, hlm. 

9 

 3 Amir, Apa Dan Bagaimana Undang-Undang No. 1, 1974 Perkawinan, Semarang: Dahara 

Prize, 1997, hlm. 4 



 
  
 
 

 

akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.4 

 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.Perkawinan merupakan sebuah awal terbentuknya 

rumah tangga di mana hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai 

perempuan kemudian menjadi hubungan suami istri yang sah. Hubungan ini sangat 

penting karena memberikan legitimasi terbentuknya sebuah rumah tangga sebagai 

tempat berlabuh untuk mencapai ketentraman hidup atau yang disebut dengan 

kehidupan yang sakinah. Selain untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, 

perkawinan merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang tentram, 

bahagia, sejahtera, mawadah, rahmah yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengertian, 

dan saling toleransi. 5  

 Perkawinan merupakan sunnatullah dan jalan yang dipilih Allah dengan 

tujuan untuk melanjutkan keturunan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an, 

Surah AN-Nahl, ayat 72: 

 

Terjemahannya: 

                                                           
 4Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” dalam Kompilasi Hukum Islam Bandung: 

Fokusmedia, 2006, hlm. 8 

 5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, 

hlm. 114 



 
  
 
 

 

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang 

batil dan mengingkari nikmat Allah?”.6 

 

 Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan 

nikmat berupa pasangan agar mereka merasa tentram kepadanya, memberikan 

keturunan agar dapat menyenangkan pandangan mereka, yang dapat membantu dan 

memberi banyak manfaat bagi mereka, serta Allah SWT memberikan rezeki dari 

yang baik-baik, berupa makanan, minuman, dan nikmat-nikmat yang nampak 

maupun tersembunyi yang mereka sendiri bahkan tidak sanggup untuk 

menjumlahkannya.  

  Asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah monogami. Asas ini yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:“Pada asasnya 

seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh 

memiliki seorang suami”.7 

 Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan,disebutkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan hanya mengizinkan perkawinan yangdilakukan oleh 

seorang pria denganseorang wanita. Permasalahan akantimbul apabila perkawinan 

                                                           
 6Q.S An-Nahl: 72 

 7Republik Indonesia, Op. Cit., hlm. 10 



 
  
 
 

 

dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu wanita maupun seorang wanita 

dengan lebih dari satu pria.8 

 Sehingga bisa disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas perkawinan 

monogami, akan tetapi terdapat pengecualian bagi pria untuk bisa berpoligami. 

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin 

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan”.9 

 DariPasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  

dapat disimpulkan bahwa poligami sebagai pengecualian dengan cara Pengadilan 

dapat memberi izin bagi seorang suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila 

pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya. 

 Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Allah 

SWT memperbolehkan pria untuk berpoligami sampai empat orang istri, dengan 

syarat bahwa pria tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Perlakuan adil ini 

meliputi dalam hal melayani kebutuhan istri-istrinya, seperti urusan nafkah, pakaian, 

tempat tinggal, serta segala hal yang bersifat lahiriah. Keadilan terhadap istri-istrinya 

ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat 

yang menerangkan mengenai poligami, yaitu surah An-Nisa ayat 3, yang berbunyi: 

                                                           
 8 Vincensia Esti Purnama Sari, Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,  

diakses dari http://download.portalgaruda.org/article-Asas-Monogami-Dalam-Hukum-Perkawinan-Di-

Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 03:12 

 9Republik Indonesia, Op. Cit. 

http://download.portalgaruda.org/article-Asas-Monogami-Dalam-Hukum-Perkawinan-Di-Indonesia
http://download.portalgaruda.org/article-Asas-Monogami-Dalam-Hukum-Perkawinan-Di-Indonesia


 
  
 
 

 

 

Terjemahannya: 

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya”.10
 

 

 Ayat tersebut memberikan beberapa batasan, yang pertama batas maksimal 

empat orang istri, dan yang kedua adalah hanya boleh dilakukan jika pria yang ingin 

berpoligami tersebut dapat berlaku adil. Sehingga, jika syarat adil ini tidak dapat 

terpenuhi maka pria tersebut dilarang untuk melakukan poligami. 

 Poligami memiliki sejarah yang panjang, bisa dikatakan bahwa hampir 

seluruh bangsa di dunia ini mengenal poligami. Di barat, masyarakatnya sangat 

menentang adanya poligami dan menganggap poligami itu merupakan perbuatan 

yang tidak bermoral. Akan tetapi, para raja disana justru melakukan poligami secara 

illegal. Jika di barat poligami dianggao tidak bermoral, lain halnya dengan agama 

Hindu. Orang Hindu dengan terang-terangan melakukan poligami, bahkan mereka 

                                                           
 10 Q.S An-Nisa: 3 



 
  
 
 

 

tidak memiliki pembatasan akan jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi. 

Hal ini sama dengan para kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah.11 

 Poligami tersebar luas di seluruh dunia. Baik itu secara terang-terangan 

maupun secara bersembunyi dari masyarakat. Orang-orang cenderung menganggap 

poligami sebagai pelampiasan hawa nafsu tanpa batas, sehingga banyak yang 

menikah melebihi batas yang diperbolehkan dalam Al-Qur’an.12 

 Ada banyak contoh poligami yang dilakukan karena alasan yang baik dan 

bukan hanya sebatas untuk memenuhi nafsu syahwat semata, salah satunya adalah 

Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpoligami setelah pernikahan 

pertamanya berlalu setelah sekian lama, yaitu setelah wafatnya istri Nabi Muhammad 

SAW, Khadijah r.a. Selama 25 tahun Nabi Muhammad SAW bermonogami. Tiga 

sampai empat tahun setelah kematian Khadijah r.a barulah Nabi Muhammad SAW 

menikahi Aisyah r.a. Lalu, setelah itulah Nabi Muhammad SAW berpoligami dengan  

Saudah binti Zam’ah, seorang janda tua yang suaminya telah gugur saat melakukan 

perantauan. Setelah itu, ada Hindun dan Ummu Salamah.Hindun dan Ummu Salamah 

adalah seorang janda karena suaminya gugur saat di peperangan. Semua perempuan 

yang Nabi Muhammad SAW nikahi kecuali Aisyah r.a adalah janda-janda yang telah 

tua, atau tidak lagi memiliki daya tarik yang dapat memikat kaum laki-laki. Nabi 

                                                           
 11Minda Sari Nurjamilah, Poligami Dalam Tinjauan Sejarah, diakses dari 

http://mindafantastic.blogspot.co.id/2012/05/poligami-dalam-tinjauan-sejarah.html, pada tanggal 14 

Januari 2018 pukul 04.07 

 12 Abdul Qodir, Bagamanakah Sejarah Poligami Itu?, diakses dari 

http://www.sholihah.web.id/2016/01/bagaimanakah-sejarah-poligami-itu.html, pada tanggal 14 

Februari 2018 pukul 04.28 

http://mindafantastic.blogspot.co.id/2012/05/poligami-dalam-tinjauan-sejarah.html


 
  
 
 

 

Muhammad SAW berpoligamiuntuk membantu janda-janda yang ditinggal suaminya 

dan juga tawanan perang yang dimerdekakan.13 

 Hakikatnya, manusia mempunyai watak pencemburu, iri hati dan suka 

mengeluh. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Islam memandang bahwa 

poligami lebih banyak membawa resiko serta mudharat dari pada manfaatnya. Watak 

manusia yang merupakan pencemburu, iri hati maupun suka mengeluh inilah yang 

bisa menjadi sumber masalah serta konflik dalam kehidupan keluarga yang 

berpoligami. Konflik ini bisa terjadi antara suami dengan istri-istri dan anak-anak 

istrinya ataupun antara para istri beserta anak-anaknya. Dalam perkawinan Poligamis 

cenderung menganggu ketenangan dan keutuhan keluarga. Karena itulah, Islam hanya 

memperbolehkan poligami dalam keadaan darurat saja dan disertai dengai syarat-

syarat yang harus dipenuhi.14 

 Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 

(1), Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.15 Permohonan ini dilakukan 

secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya dan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi seperti yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu syarat fakultatif dan syarat 

kumulatif.  

                                                           
 13Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?, Banten: Pustaka Iman, 2007,  hlm. 37 

 14Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji  Masagung , 1989, hlm. 12 

 15Republik Indonesia, Loc. Cit. 



 
  
 
 

 

 Adapun syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan.16 Sedangkan syarat kumulatif 

tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu 

adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami 

mampumenjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan 

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka.17 

 Alasan-alasan yang melatarbelakangi suami untuk beristri lebih dari seorang 

dan mengajukan permohonan ke Pengadilan, pada dasarnya sesuai dengan apa yang 

telah disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 

pada pasal 4 ayat (2). Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang ingin berpoligami harus 

melalui sidang Pengadilan.Di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang sendiri, 

tercatat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah dikeluarkan 7 keputusan terkait izin 

poligami.18 

                                                           
 16Ibid. 

 17Ibid. 

 18Pengadilan Agama Palembang, Putusan Izin Poligami, diakses dari http://www.pa-

palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=188&jenis=1&tahun=0&order=

0&limit=50&limitstart=0, pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 05:21 

http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=188&jenis=1&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=0
http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=188&jenis=1&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=0
http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=188&jenis=1&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=0


 
  
 
 

 

 Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan 

meninjau lebih dalam terkait izin poligami yang ada di Pengadilan Agama 

Palembang. Dalam hal ini penulis memberi judul: 

“STUDI PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN 

AGAMA KELAS 1A PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa yangmenjadi dasar hukum pertimbangan hakimdalam menjatuhkan 

putusan izin poligami di Pengadilan Agama Palembang? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan 

masyarakat tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Skripsi ini memuat beberapa tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar hukumpertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan izin poligami di Pengadilan Agama Palembang. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan 

masyarakat tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 



 
  
 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis namun 

dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian serta menambah bahan pustaka bagi orang lain yang 

membacanya.  

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian yang di buat oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memahami studi mengenai izin poligami, serta untuk menyelesaikan masalah-

masalah dalam kasus izin poligami.  

 

E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini mempunyai 

batasan, yaitu menitik beratkan mengenai Izin Poligami di wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Palembang dan Tinjauan Yuridisnya. Namun, tidak menutup 

kemungkinan bahwa penulis menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. 

 

F. Kerangka Teori 



 
  
 
 

 

 Kerangka teori ini sendiri merupakan pendapat para sarjana ataupun 

merupakan doktrin yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah.19  Kerangka teoritis 

dipergunakan sebagai pedoman dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.20 

 

1. Teori Keadilan 

Teori keadilan dalam Islam menurut Qadri, memiliki arti yang jauh lebih 

dalam dibandingkan dengan apa yang disebut dengan keadilan distributif dan 

finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang 

dibuat manusia lainnya. Teori keadilan dalam Islam menurut Qadri, menguasai 

sampai ke dalam hati atau sanubari yang paling dalam dari manusia. Hal ini 

dikarenakan, setiap manusia harus berbuat atas nama Tuhan sebagai permulaan 

segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam 

Islam bersumber pada Al-Qur’an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim 

yakni umat.21 

Pandangan Qadri bisa kita artikan bahwa manusia harus berbuat atas 

nama Allah atau harus selalu mengingat Allah sebelum melakukan segala hal, 

mengambil sebuah keputusan ataupun melakukan segala tindakan. Saat manusia 

mengingat Allah sebelum melakukan sebuah tindakan, maka niscaya tindakan 

tersebut pasti akan adil. Contohnya, saat seorang suami ingin beristri lebih dari 

seorang atau berpoligami maka sebelum membuat keputusan ataupun mengambil 

                                                           
 19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 80 

 20Ibid. 

 21AA. Qadri, Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan 

Muslim, Yogyakarta: PLP2M, 1987, hlm. 1 



 
  
 
 

 

tindakan haruslah didahului dengan mengingat bahwa keputusan itu haruslah 

didasari atas nama Allah dan haruslah mengingat Allah, dan bahwa perkawinan 

itu merupakan ibadah dan perintah Allah SWT, maka dari dalam hati pun akan 

berniat dan berlaku adil terhadap istri-istrinya.  

Keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan 

materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana 

diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah 

perbedaan yang adil dan yang tidak adil.22 

Dalam Islam sendiri, poligami didefinisikan sebagai perkawinan 

seorangsuami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat 

orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Al-

Qur’an Surah An-Nisa ayat 3.23 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang 

harusdipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup beratdan 

sulit dengan salah satunya harus berlaku adil.Keadilan hanya terdapat diantara 

orang-orangyang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan 

hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat 

ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan 

yang tidak adil.24 

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja 

seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adilitu sah, 

                                                           
 22 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 77 

 23Q.S An-Nisa: 3 

 24Huijbers, Op. Cit., hlm. 123 



 
  
 
 

 

iaharus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatuskala keadilan 

tertentu diakui.25Keadilan yang ideal, hanyalah hayalan belaka, dan keadilan 

yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya. 

Dalam perkawinan poligami, suami memiliki kewajiban untukmemelihara dan 

memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah 

tanggungan suami yang melangsungkan perkawinan poligami. Seorang suami 

harus bisa berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir antara para istrinya. 

Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, 

seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari setiap 

istrinya, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami. 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan ataupun 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan yang bersifat 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa yang dianggap tidak 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mewujudkan ketertiban 

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat 

dan harga dirinya sebgai seorang manusia.26 

Dari pandangan Setiono mengenai perlindungan hukum, bisa disimpulkan 

bahwa perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, sebagai contohnya 

untuk pasangan suami dan istri. Perlindiungan hukum ini  diberikan untuk 
                                                           
 25Majid Khadduri, H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, Teologi Keadilan Perspektof Islam, 

Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 1 

 26Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3 



 
  
 
 

 

melindungi suami, istri ataupun anak-anaknya dari perbuatan yang bersifat 

sewenang-senangnya dengan menaati dan mengikuti peraturan-peraturan hukum 

yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan juga untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman keluarga.  

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat 

merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 

dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan.27 

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan 

prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum 

diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya 

peraturan Umum dan Kaidah Hukum yang berlaku Umum. 

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib 

diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan 

atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain 

adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat 

                                                           
 27 M. HadjonPhillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987, hlm. 2 



 
  
 
 

 

Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta 

tidak membeda-bedakan gender. 28 

Teori perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk menyelesaikan 

permasalahan mengenai perlindungan hukum istri dengan cara pencatatan 

perkawinan sehingga melindungi istri dari tindakan suami yang ingin 

berpoligami dan jika suami berusaha untuk berpoligami maka si suami harus 

terlebih dahulu menulis permohonan ke Pengadilan disertai akta perkawinan 

sebagai salah satu persyaratan yang harus dibawa. Hal ini membuktikan bahwa 

dengan adanya pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu perlindungan 

hukum bagi istri/istri-istri dari suami yang ingin berpoligami. Selain itu, istri-istri 

dan anak-anak dari suami yang ingin berpoligami juga mendapatkan 

perlindungan hukum dengan jaminan bahwa suami dapat menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-

peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah 

negara.Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi 

golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang 

                                                           
 28 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidak Berdayaan Hukum), Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40 



 
  
 
 

 

dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya 

peraturan kotapraja.29 

Berkaitan dengan teori kepastian hukum ini, penulis ingin melihat 

seberapa besar tingkat efisiennya peraturan yang terdapat pada UU Perkawinan. 

Tujuan hukum memanglah tidak hanya pada keadilan, tetapi juga 

kepastianhukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum memang harus 

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin 

merupakan resultante dari ketiganya.30 

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang 

mempunyai sikap bathin yang buruk,akan tetapi yang diberi sanksi adalah 

perwujudan dari sikap bathin yang buruk. Namun demikian dalam prakteknya, 

apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak 

sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang 

kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak 

jarang pula keadilan mengabaikan prisip-prinsip kepastian hukum. 

Dari apa yang telah dikemukakan, sangat jelas bahwa kepastian hukum 

bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. 

Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan 

suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika 

dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastianhukum menandai landasan bagi 

                                                           
 29 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam KerangkaPembangunan 

Indonesia, Jakarta: UI Pres, 1974, hlm. 56 

 30 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 155 



 
  
 
 

 

hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, 

yakni pihak suami dan pihak istri. 

 

G.   Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum 

Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan 

analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur terhadap permasalahan yang mengacu pada studi kepustakaan.31 

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Hukum Yuridis Empiris yaitu 

suatu penelitian yang memadukan bahan-bahan hukum seperti peraturan 

perundang-undangan dengan data yang diperoleh dari lapangan.32Penelitian 

Hukum Yuridis Normatif ini akan meneliti mengenaidasar hukum pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Palembang dalam menjatuhkan putusan izin poligami 

serta akibat hukum terhadap poligami yang sering dilakukan masyarakat tanpa 

melalui izin pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian Hukum Yuridis 

Empiris melalui penelitian di lapangan yaitu dengan wawancara. 

2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus.  

                                                           
 31Soerjono Soekanto dan Dri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet 17, Depok: 

Rajagrafindo Persada, 2015,  hlm. 13-14 

 32Ali, Op. Cit., hlm. 30 



 
  
 
 

 

a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan izin poligami, yaitu antara 

lain: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1975; 

5) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

6) Kompilasi Hukum Islam; 

 

b. Pendekatan Kasus 

 Pendekatan kasus dilakukan dengan meninjaukasus-kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan yang berkaitan dengan izin poligami. 

Adapun putusannya, yaitu: 

1) Perkara Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg;33 

2) Perkara Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg;34 

3) Perkara Putusan No. 1138/Pdt.G/2017/PA.35 

                                                           
 33 Pengadilan Agama Palembang, Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg, diakses dari 

http://www.pa.palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=detail&Itemid=188&id=2090 

pada tanggal  14 Februari 2018 pukul 05.52 

 34 Pengadilan Agama Palembang, Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg, diakses dari 

http://www.pa.palembang.go.id/index.php?option=com_putusan&act=detail&Itemid=188&id=3010 

pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 05.54  



 
  
 
 

 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Adapun jenis dan sumber bahan hukumnya, antara lain: 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum,36 yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

berupa:37 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 

e) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

f) Kompilasi Hukum Islam; 

g) Putusan Pengadilan Agama Palembang: 

a. Perkara Putusan No. 0177/Pdt.G/2014/PA.Plg 

b. Perkara Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Plg 

c. Perkara Putusan No. 1138/Pdt.G/2017/PA.Plg 

h) Al-Qur’an; 

i) Al Hadits. 

                                                                                                                                                                      
 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 

1138/Pdt.G/2017/PA.Plg, diakses dari 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c2b89e50c2aeba57f8b030f23d817fca, pada tanggal 14 

Februari 2018 pukul 06.02 

 36Soekanto dan Dri Mamudji,Op. Cit., hlm. 47 

 37Ibid. 



 
  
 
 

 

 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-

buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait 

dengan penelitian.38 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penjelasan 

atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang 

diperoleh dari media cetak dan elektronik,kamus bahasa Indonesia, 

bahasa inggris, kamus hukum dan insklopedi yang berhubungan dengan 

penelitian.39 

 

b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitianlapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalampenelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Agama Palembang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian, 

antara lain: 

a. Studi pustaka, yakni dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, 

                                                           
 38Ibid, hlm. 54 

 39Ibid. 



 
  
 
 

 

artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

permasalahan.40 

b. Studi Lapangan, yakni dengan wawancara, yaitu pengumpulan data-data 

dengan interview secara langsung dengan 3 (tiga) hakim di Pengadilan 

Negeri Palembang mengenai perkara putusan yang akan dianalisa oleh 

penulis. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang dipergunakan adalah Deskriptif Analitis.41 Deskriptif  

artinyadalam penelitian ini analisis datanya akan dideskripsikan serinci mungkin. 

Serta analitis artinya dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dasar 

hukum pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Palembang serta analisis data mengarah pada peninjauan 

yuridis izin poligami yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Palembang. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai, yaitu adalah deduktif. 

Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus 

(inti dari bacaannya). 

 

                                                           
 40Ami ruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.6, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012, hlm. 68 

 41 Zainuddin Ali, op. cit., hlm. 107 
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